PEMERINTAH KOTA MEDAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis Mo.2 Telepon:4512412
MEDAN-20112

PERATURAN WALIKOTA MEDAN
NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan telah disetujui bersama oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan dan Walikota Medan berdasarkan
Keputusan Bersama Nomor 188.342/9847/Kep-DPRD/2010 tanggal 23
188342/I810K
Desember 2010 dan telah dievaluasi oleh Gubernur Sumatera Utara
berdasarkan Surat Nomor 188.341/1788 tanggal 25 Pebruari 2011:

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
dipandang perlu membentuk Peraturan Walikota Medan tentang Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor | Tahun 2011 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Mengingat : I.  Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Dacrah
Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);

3. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan
Sural Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1997 (entang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 ,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);



10,

11.

13.

14.

15,

16.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) scbagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009
Nomor 30, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah
Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan
Berastagi dan Mardingding di  Wilayah Kab. Dati 11 Karo, Kecamatan
Pematang Bandar, Huta bayu Raja dan Ujung Padang di Wilayah Kab. Dati 11
Simalungun, Kecamatan Parbuluan di Wilayah Kab. Dati II Dairi dan
Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia,
Medan Maimun, Medan Selayang , Medan Amplas dan  Medan Area di
Wilayah Kotamadya Dati Il Medan dalam Wilayah Propinsi Dati [ Sumatera
Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67 )

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992  tentang Pembentukan
18(delapan belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten — Kabupaten Dati
Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah,
Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Dati IT Medan dalam Wilayah Propinsi
Dati I Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 65 );

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan
Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemetintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741):

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian

18.

dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31617;

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang
Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar  Sendiri  olch
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179.




Menetapkan

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010 tentang Badan dan
Lembaga Internasional yang Tidak Dikenal Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan.

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman
Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan
Prosedur dan Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan
Lain-lain;

22. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan
Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor
2);

23. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah

Kota Medan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan
Nomor 2);

MEMUTUSKAN

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN

DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN _

Pasal 1
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan ini diserahkan kepada Dinas Pendapatan
Kota Medan.

Pasal 2
Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 3
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 4 Pehrusri 2011,

WALIKOTA MEDAN,

dto,

Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM.

Diundangkan di Medan
pada tanggal 4 Pebruari 2011.-
SEKRETAR]JS DAERAH KOTA MEDAN,

IR, SYAIFUL BAHRI.

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2011 NOMOR 9.-




